PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN
UNIVERSITAS 45 MATARAM
TENTANG

PEMBUDAYAAN HUKUM, PELAYANAN ADMINISTRAST HUKUM UMUM,
PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, PEMBERIAN
INFORMASI HUKUM, DAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Momor : W.21-37 HILD4.048 Tahun 2025
Pomor : 28 UNIV 45 M/MTRAX/ 2025

Padn hari ini, Kamis tanggal 18 September 2025, bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di
bawih :

L 1 Gusti Putu Milawati . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa
Tenggara Barat berdasarkan Keputusan Menten Hukum
Rl Nomor : M.HH-85.KP.03.03 TAHUMN 2024 tanggal 04
Desember 2024 Tentang Pemberhentian dani  Jabatan
Manujerial dan Nonmanajerial sertas Pengangkatan dalam
Jabatan Manajenal di Linpkungan Kementerian Hukum,
dalam hal ini bertindak uniuk dan atas Kanlor Wilavah
Kementerian Hukum Musa Tenggara Barat, beralamat di
Jalan Majapahit Nomor 44 Kota Mataram, selanjutnya
dizebut FIHAK 1.

2. Ismak Subardan : Rektor Umiversitas 45 Mataram, vang diangkat berdasarkan
Surad Kepuiusan Ketoa Dewan Penpurus Yavosan Universitas
45 Matwram Nomor @ 20Y-45MNTRYI202)  entang
Pengungkaton  Rektor Umversiins 45 Muotwrum,  dengan
demikian sih mewakili din bertipdok antuk don stas nama
Universitas 45 Matarnm, berkedudukan di Jalan Majapahit
di Jalan fmmn Bomged Nod5, Coekrapegars Ulsm, Kec
Cakranegara, Kodo Mataram, Musa Tengeam Baral Kode Pos
£3230, dalam peijaniian mi dischur PIHAK 1L

Poraf Pal ir o ; Paraf Plhak 111 ... ...
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PEMBUDAYAAN HUKUM, PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, PEMBERIAN
INFORMASI HUKUM, DAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGE

Nomor ¢ 'W.21-37.HH.04.04 Tahun 2025
Momer @ 2R LTUNTV A5 MMTRIN 2025

Pada hari ini, Kamis tangeal 18 Seprember 2023, bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di
bawah

[. 1 Gust Potu Milawati : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa
Tenggora Baral berdasarkan Kepuiusan Menteri Hukum
R1 MNomor : M_HH-85.KP.03.03 TAHUN 2024 tanggal 04
Desember 2024 Tentang Pemberhentian dan Jabatan
Manaperial dan Nonmanajerial serta Penganghkatan dalam
Jabatan Maniajenal di Lingkungan Kementerian Hukum,
dalam keal ini bermindak ontuk dan atas Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, beralamal di
Jalan Majapahit Momor 44 Koda Magaram, selanjutnyva
discbut PIHAK 1.

2 Ismak Subardan » Rektor Universitas 45 Mataram, vang diangkat berdasarkan
Surat Keputisan Kot Devwan Penguns Yayasion Universitas
45 Muataram Nomor @ 2UYS45MNTENVIVIZ? tenbing
Penganghkatin  Rektor  Universitas - 45 Mataram,  dengan
demikian sah mewakili dan bertindak unfuk dan atas noma
Universitas 45 Mistaram, berkedudukan di Jatan Majapahit
i Jnlem Imam Bongol MNod5, Cokronegarn [, Kee
Cakranegar, Kotp Mataram, Nusa Tenggara Barst Kode Pos
£330, dulnm peipanjian mi discbut PIHAK 11
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PIHAK 1 dan PIHAK 1T selanjuinya secara bersama-samm disebal PARA PIHAK, dalam

kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai
berikut.

[. Bahwa PIHAK | adalah Kontor Wilavah Kementeriun Hukum Musa Tengzora Baral yang
mieluksanukan schagian wges dan fungsi Kementerian Hukum antare lain pembinasn dan
pengendalian pelaksanaan kerjn sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hakum,
penyuluhan, konsultasi, bantuan hukum, pelayanan di bidang administrast hukam wmum,
kekayaan mtelektual dan pemberian mformasi hukum.

2. Bahwa PTHAK 1T adalah Universitas Mataram salah satn Perguran Tinggi Negeri di Nuosa
Tengeara Barst yong didinkon berdazarkon Képutusan Menter PTIF Momor @ 0528001986
Tangpal 25 Agustus 1983 dan yang bertugas melaksanakan Tn Darma Perguruan Tingm pada
bhidang pendidikan, pencliian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin il

PFIHAK [ dan PIHAK 1T bersepakat untuk mengadokan kerja samao dalam bidang pembudayann
hukum, pelavanan administrasi hukum wmom, pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelekal,
pemberian informasi hukum, dan tridarma perguruan bagg dengan ketentuan sebaga benkut ©

Fasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kenga Sama i berujusn untuk mendukung pelaksanaan  pombuodayaan  hokom,
pelaymman administrasi hukum wmuom, pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual,
pemberian informasi hukum, dan ndarma perguroan tnggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1} Ruang lingkup Perjanjian Kerja Soma ini mencakugy:
a. Pembudayaan hukum, penyuluban, konsultasi, dan bantwan hukum:
Penyelenzearaan pelavanan di bidang adrmistrast hukum umiom;
Pelindungan dan pengelolaan kekayvaan intelekival,
Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
Pelakganaan Tridanma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan, penclition  dan
pengabdian mesyarakat dalam berbapa disiplin thoe;
. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

LI = .~

(2) Pelaksanaan kegiatan sesum ruang lingkup schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oich PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK.
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Pusal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

{1} Dalam melakzanakan pembuedayann hokum, penyulohan, konsulissi, baniusn  bokum,
layunan di bidang administrasi hukum umom dan di bideng pelindungan dan pengelolaan
kekayaan imtelektual serts pengellaan jaringan dokomentasi dan informasi  hukum
dilaksanakan melalui kegistan seminar, pelatihan, bimbingan tekms, workshop, dun
pembukazn gerai layanan;

{2) Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan, penelitian dan
pengabdian  masyarakat dalam berbagai  disiplin ilmu melaln  kegiatan  magang,
pengumpiulan data penelitian, sosialisasi, pelotthan, seminar, doan workshop dalam rangks
pengabdian Masyarakat;

i3) Settap pelaksanaan kegiatan schagaimana dsmaksod pada ayst (1) dan ayal (2), PARA
PIHAK akan menyvampaikon pemberitahuan termulis terlebih dahulu kepada prhak lainmya,
vang sekurang- kurangnya bensi tentang desknipsi kepiatan serta waktu dan tempat
pelaksanaan kepiton,

{4) PARA PIHAK saling mendukung dalam hal fasilitasi kegiatan sehagaimana dimaksud
pada ayat (1)

(5) PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan
dulom mungka melaksanakan mang lingkup dan kejasama mi yang discsuaikan dengan
PENFANEEATIN RS -masng pikek.

Pasal 4
HAK DAN KEWAIJIBAN

(1) KEWAJIBAN PIHAK 1

o Memfasihiaz pembudayaan bukum, penyvuluban, konsultas:, bantuan bukum, layanan di
bidang administrasi hukum umum dan di bidang pelindungan dan pengelolaan kekayaan
intelekinal;

b. Memfasilitasi proses integrsi antara sistem mformasi hukom berbasis teknolog informasi
dan komunikasi PIHAK 11 dengan websile pusat JOIHN;

¢. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum PIHAK 11,

d. Menyediakan materi sosiafisasi yang sesuai dengan ketentuan perundang- andangan yang
berlaku;

e, Menyediakan narasumber yang kompeten untuk kegistan penyuluhan hukum dan
somtalisas;

. Menyediakan formasi magang dan informasi data penelitian bagi dosen/mahasiswa;

g. Memberkon dukungan administratif terkait dengan layanan administrasi hukum umum
dan pendafiaran kekayaan intelektual kepada mahasiswa dan masyarakat atau pihak yang
membutubhlcan,
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{2) KEWAJIBAN PIHAK I

g, Melakukan promosd, menyiapkan peseria, samna dan presarana dalum pefaksanaan
kegiatan pembudayaan hukum, pelayanan admmistrasi hukum umum, pelindungan dan
pengelolaan kekayaun mtelektual, pembenan informasi hukum, di lingkanganny:;

b, Melakukan pengumpuian, pengolshan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan
informasi dokumen hukum yang diterbitken dalam mngka pengintegrasian dengan
website pusat JDIHN;

¢. Menyediakan data peserta magang, dosen/mahasiswa vang melaksanakan pengumpulan
data penclibian, dan peserta sosializasi, pelotiban, seminar, dan workshop dalam mngka
pengabdian Masyarakiat.

(3) HAKPIHAKI]

a. Tersedianva peserin, sarang dan prasarona dalam pelaksanaan kKegiatan pembadayaan
hukum, pelayanan administrasi hukum omum, pelindungan dan pengelolaan kekavaan
intelekiunl, pemberian mformasi hukum yong dilaksanakan di lingkungom PIHAK IT;

b, Tersedianya sistemn informasi hukum berbasis teknologi informasi dan kermunikaes
PIHAK Il yang akan diimtegrasikan dengan website pusat JTHHN;

¢. Temsedianya data peserta magang, dosen/mahasiswa yang melaksanakan pengumpalan
data penelitian, dan peserta sosialisasi, pelatihan, seminar, dan workshop dalam mngla
pengabdian masyuwrmkal.

(4) HAK PIHAK 11

4. Memperoleh fasilitasi pembudayazn hukum, penyuluhan, konsultasi, bantean hukum,
layanan di bidang sdministragi hukum umum dan di bidang pelindungsn dan pengelolaan
kekayaan mtelektual;

b. Memperoleh fasilitasi untuk proses pengintegrasian antara sistem informas)  hukum
berbasis ieknologi informasi dan komunikast PIHAK T dengan wehsite pusal JDIHN,
serta pembinaan dan  pengembangan sumber daya manusia  pengelola Jaringan
Dokumientasi dan Tnformass Hokom;

¢. Memperolch maten dan narasumber dalom kegiatan pembudavaan hukum, penyuluhan,
konsultasi, bantusn okem, layanan di bidang administras hukom umom dan di bidang
pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual;

d, Mendapatkan keterangan perscfujuan penempatan mahasiswa magang dan perselijuan
pengumpulan dats penelitian,

Pazal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh bisya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-
masing pihak sccara proporsional sesual kesepakatan bersama dengan ketentuan :

a. Dalam hal penyelenggarn kegiotom adalah PIHAK 1, maks scgala bimya pelaksaniin
kepiatan dibshankan kepada PIHAK L

b. Dalam hal penyelenggara kegistan adalah PIHAK 11, maka scgala biaya pelaksansan
kegiamn dibebankan kepada PIHAK IL
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Dalam hal layvanan adminstrasi hukum wmem den pendaftaran kekayaan imtelektual
dikenal bays sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan
dibehankan lingsung kepada permobhon pendafiar.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan penyuluban hukum, PARA PIHAK akan menanggung
biava pelaksanaan kegiatan secars proporsional sesusi dengan situasi din kondisi yang
discpakati.

Pazal &
JANGKA WARKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (liga) tabun terhitung sejak tengeal ditandatangam
dan dapat diperpanjang sesual dengan kesepakatan teriulis PARA PFIHAK,

(2) Dalam hal salah satu Pibak akan mengakhivi Kesepakatan Bersama ini, maka Pihak tersebut
harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam wakiu paling lambat 6
(enam} bulan sebelum diskhinnya Kesepakotan Bersami im

Pazal 7
PENYELESAIAN PERSELISTHAN

Dulam hal terjadi perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat
untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakist.

63

Paial Pehak |

Pasal 8
KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa akan menjaga sctiap data, informasi, dan/atau
keterangan yang lerkail dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atan pelayanan vang
diketohui atau timbul berdasarkan Kesepahaman ini sebupai rabasia dan lidak
memberitahukan kepada PIHAK LAIN manspun dengan alasan apspun selama dan
sesudah berakhimya Penjanjion Kerja Sama i, kecuali hal-hal yang sudah menupakan
rrtilik wermoen (peefilic domain) atau dibareskan dibuka berdasarkan ketentean yang berlaku,

PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan menpenai kewajiban menjaga kerahasiaan data,
mformasi, dan‘atan keteranpan sebagaimana diatur dalam ayal pertama akan diluwangkan
secara rinei dan mengikat dalam dokumen Peganjian Kerahasiaan (Non-Disclosure
Agreement) yang akan disusun dan discpskati bersama schagai bagian yang tidak
terpisahkon dan Perjanjion Kerga Sama .
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Pasal 9
KORESPONDENSI

Segnla bentuk surat menyurat atay pembentahuan yang mengikat PARA PIHAK schagai akibat
dari timbulnys Kesepakastan ini, baik yang dilakukan melalui Taksimile, pos tercatal atau
pernisahaan ckepedisi (kurir eksternal | ( kurir internal ditujukan ke alasat-alamat tersebut di bawah
Ini:

A. Unmuk PIHAK KESATU
Kantor Wilayeh Kementerian Hokum Musa Tenggara barat

Alamat - Jalan Majapahit Nomor 44 Kota Mataram
Telp/Fax . (0370) TE56244
E - mail : h b 1

B. Umiuk PIHAK KEDLA

Universitas 45 Malaram

Alamst +Jalan lmam Bomol No, 45 Cekrmegam Ularm, Kota Mtaram
Telp/Fax ¢ (03T 631852

E-mail ! upatma.ac.id

Pasal 10
LAIN-LAIN

(17 Apabila wcrjadi hal-hal vang di luar kekuasean kedua belah pibak otwo force srgovre, dapan
dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksansan tagas pekerjaan
dengan persetujusn kedua belah Pihak.

(2} Yang termasuk force majeure adalah:

A, bencana alam.
b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter. dan‘atau
¢, keadaan keamanan yvang tidak mengizinkan

{3} Segala perubahan dan‘atan pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan dianr
bercama kemudian oleh PIHAK KESATLU dan PIHAK KEEDL A,

{4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Penanjian Kerja Sama  im akan diatur dan
ditetapkan kemudian dalam Addendim yang disepakat secar tertulis oleh PARA PIHAK
seta merupakan baginn vang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
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Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjion Kerja Sama  ini dibuat dengan itikad baik dan ditsndatangani oleh PARA
PIHAK dalam 2 {dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukom
wing samin untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawahb.

PFIHAK HES.I‘..TU_. FIHAK KEDUA,
3 -
I . o
Ismak Subardan

I Gusti Putu Milawati

(50 L 1151 —— Paral Plhai 1 e



Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjion Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik don ditandatangani oleh FPARA
PIHAK dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekoatan hukum
yung sama untuk dapat diaksanakan dengan penuh angaung jawab.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,

I Gusti Putu Milawad Ismak "

Parat Pihaale ] ! oo ==y Paral Pk 11




